PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Administrasi Barang di Badan Kesbangpol
Kota Pangkalpinang, perlu ditunjuk Bendahara Barang pada Badan

Mengingat

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rachmat Kecamatan Girimaya Pangkalpinang (33143)
Telepon dan Faximile (0717) 431476
laman: kesbangpol.pangkalpinangkota.go.id
pos-el : kesbangpol@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 08 /IKEP/KESBANGPOL/1/2024

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pangkalpinang;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja dalam
lingkungan Daaerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (
Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembar Nefara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan / Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerabh;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tanggal 14
Maret tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2009 Nomor 01, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);

Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Perubahan Walikota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Berita
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 55);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 200);

MEMUTUSKAN

Menunjuk Saudara AHMAD MUSLIM, S.SI, NIP. 19921106 202012 1 001,
Pangkat / Golongan Penata Muda / lll.a, dengan Jabatan Analis
Informasi selaku Bendahara Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Pangkalpinang.

Tugas dan tanggung jawab Bendahara Barang adalah membantu kegiatan
bendahara barang baik dalam hal administrasi barang maupun dalam
pelaporan barang.



KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Pangkalpinang tahun anggaran 2024.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 02 Januari 2024
\KEPALA BADAN KESBANGPOL
~AKOTAPANGKAL PINANG,

N B

A\ DONAL YAMPUBOLON, A.P., M.Si.
">~ PEMBINAUTAMA MUDA/ IV.c

NIP: 19750522 199311 1 001

Tembusan :
1.  Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
2. Kepala Inspektorat Kota Pangkalpinang.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rachmat Kecamatan Girimaya Pangkalpinang (33143)
Telepon dan Faximile (0717) 431476
laman: kesbangpol.pangkalpinangkota.go.id
pos-el : kesbangpol@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 07 /IKEP/KESBANGPOL/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa untuk kelancaran tugas Administrasi Barang di Badan Kesbangpol
Kota Pangkalpinang, perlu ditunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran
pada Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pangkalpinang;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daaerah Tingkat | Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (
Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembar Nefara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan / Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



Menetapkan
KESATU

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 194);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tanggal 14
Maret tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 01, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);

Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Perubahan Walikota Pangkalpinang Nomor 4
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 55);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 200);

MEMUTUSKAN

Menunjuk RAHMAWATI, A.Md, NIP. 19870125 201502 2 001,
Pangkat/Golongan Pengatur / Il.c, dengan jabatan JFT. Pranata
Komputer Terampil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Pangkalpinang selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.



KEDUA . Tugas dan tanggung jawab pembantu pendahara pengeluaran adalah

membantu kegiatan bendahara baik dalam hal administrasi keuangan
maupun dalam pelaporan keuangan.

KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Pangkalpinang tahun anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 02 Januari 2024
1 KEPALA BADAN KESBANGPOL

O \'_PEMBINA‘UTAMA MUDA / IV.c
o AONIPS 19750522 199311 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang

2. Kepala Inspektorat Kota Pangkalpinang.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang.

4., Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rachmat Kecamatan Girimaya Pangkalpinang (33143)
Telepon dan Faximile (0717) 431476
laman: kesbangpol.pangkalpinangkota.go.id
pos-el : kesbangpol@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 06 /KEP/KESBANGPOL/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PANGKALPINANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun
Anggaran 2024, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan
Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daaerah Tingkat | Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (
Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembar Nefara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan / Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 194);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tanggal 14
Maret tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 01, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);

Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Perubahan Walikota Pangkalpinang Nomor 4
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 55);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 200);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Saudari ZULAIKA,S.E. , NIP. 19820829 201001 2 014,
Pangkat/-Golongan Penata Tk.I / lll.d, dengan Jabatan Analis Anggaran
selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD lingkup kegiatan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

Tugas, wewenang dan tanggungjawab pejabat penatausahaan keuangan
adalah :

1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;

2. meneliti kelengkapan SPP-GU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS

serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

Perundang-Undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;

melakukan verifikasi atas Penerimaan;

melaksanakan akuntansi SKPD; dan

menyiapkan laporan keuangan SKPD.

o0k w

Masa kerja pejabat penatausahaan keuangan dimulai sejak tanggal
ditetapkannya keputusan ini dan berakhir setelah seluruh pekerjaan
selesai dilaksanakan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2024 .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 02 Januari 2024
P yKEPALA BADAN KESBANGPOL

o PEMBINA’ ?E“TAMA MUDA / IV.C
NP 19750522 199311 1 001

-

1. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang

2. Kepala Inspektorat Kota Pangkalpinang.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang.

4., Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
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